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Abstrak

Desersi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan pelanggaran serius
yang berdampak negatif pada disiplin dan stabilitas militer. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi desersi, dampaknya, serta pelaksanaan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku
desersi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa tekanan
psikologis, ketidakpuasan terhadap sistem komando, konflik internal, dan kurangnya dukungan sosial
merupakan faktor utama yang mendorong desersi. Dampak desersi meliputi penurunan moral dan
kohesi unit, risiko keamanan nasional, serta stigma sosial. Proses beracara dalam hukum acara pidana
militer, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan putusan, diatur secara ketat untuk menjaga disiplin.
Hukuman yang diterapkan mencakup pidana penjara, penurunan pangkat, dan pemecatan, sementara
program rehabilitasi juga diterapkan untuk membantu prajurit yang bersangkutan. Evaluasi kebijakan
menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan yang berfokus pada dukungan psikologis dan
kesejahteraan prajurit lebih efektif dalam mengurangi insiden desersi. Reformasi untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam peradilan militer diperlukan untuk memastikan keadilan dan
efektivitas sistem hukum militer.

Kata Kunci: desersi; kriminologi; hukum militer; pemidanaan; rehabilitasi

Abstract

Desertion in the Indonesian Army (TNI AD) is a serious offense that negatively impacts military
discipline and stability. This study analyzes the factors influencing desertion, its impacts, and the
implementation of penalties and punishment for deserters. Through a normative and empirical juridical
approach, the study finds that psychological pressure, dissatisfaction with the command system, internal
conflicts, and lack of social support are the main factors driving desertion. The impacts of desertion
include decreased morale and unit cohesion, national security risks, and social stigma. The procedural
process in military criminal law, from investigation to sentencing, is strictly regulated to maintain
discipline. Penalties imposed include imprisonment, demotion, and dismissal, while rehabilitation
programs are also implemented to assist the involved soldiers. Policy evaluation indicates that
preventive approaches focusing on psychological support and soldier welfare are more effective in
reducing desertion incidents. Reforms to enhance transparency and accountability in military justice
are necessary to ensure the fairness and effectiveness of the military legal system.

Keywords: Desertion; Criminology; Military Law; Punishment,; Rehabilitation



114

1. Pendahuluan

Desersi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan
pelanggaran serius yang mengganggu disiplin dan stabilitas institusi militer. Menurut data dari
Kementerian Pertahanan, jumlah kasus desersi dalam TNI AD meningkat secara signifikan
dalam beberapa tahun terakhir, dengan tren yang mengkhawatirkan bagi komando militer.
Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang melakukannya, tetapi juga berdampak pada
keseluruhan unit militer dan citra TNI AD di mata publik.

Faktor-faktor yang menyebabkan desersi sangat kompleks dan mencakup berbagai
aspek. Tekanan psikologis akibat beban tugas yang berat, kondisi kerja yang tidak memadai,
dan ketidakpuasan terhadap sistem komando sering kali menjadi penyebab utama desersi.
Selain itu, konflik internal dalam unit, kurangnya dukungan sosial, dan masalah pribadi seperti
kesulitan ekonomi dan tekanan keluarga turut berkontribusi pada tindakan desersi. Studi
menunjukkan bahwa prajurit yang mengalami tekanan mental dan emosional cenderung lebih
rentan terhadap godaan untuk meninggalkan tugas mereka.

Implikasi dari desersi sangat luas dan mencakup penurunan moral dan semangat juang
prajurit lainnya, gangguan operasional unit militer, serta risiko kebocoran informasi yang
sensitif yang dapat membahayakan keamanan nasional. Kasus desersi juga sering kali
mempengaruhi kohesi unit militer, menurunkan tingkat kepercayaan antara prajurit dan
komandan, serta menimbulkan masalah dalam kerjasama tim. Selain itu, desersi dapat
menimbulkan stigma negatif bagi keluarga prajurit yang bersangkutan dan mempengaruhi
kehidupan sosial mereka di masyarakat.

TNI AD telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini,
termasuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan yang lebih baik, penyediaan
fasilitas yang memadai, serta pelatithan mental dan fisik yang komprehensif. Reformasi sistem
komando juga dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan mendukung,
sehingga mengurangi tekanan yang dirasakan oleh prajurit. Selain itu, upaya pencegahan
melalui program konseling dan pendampingan psikologis juga ditingkatkan untuk membantu
prajurit mengatasi masalah pribadi dan profesional mereka.

Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih perlu dievaluasi secara mendalam untuk
memastikan bahwa mereka dapat secara efektif mengurangi insiden desersi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji tindak pidana desersi dalam TNI AD dari perspektif kriminologi,
dengan fokus pada faktor-faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan yang telah
dilakukan. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai desersi dan menawarkan
rekomendasi strategis untuk penguatan disiplin militer di lingkungan TNI AD.

2. Metode Penelitian

Penelitian inil dilakukan pada kepustakaan, Lembaga-lembaga dan instansi-instansi
yang berada wilayah hukum Kodam VII Wirabuana, khususnya pada Kantor Pengadilan
Militer (DILMIL), Kantor Kejaksaan Militer (ODITUR MILITER), Masyarakat Militer
(MASMIL), telah dianggap cukup refresentatif untuk memperoleh data yang relevan dengan
penelitian yang dilakukan dilapangan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.
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3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kejahatan Desersi Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat Dalam Perspektif
Kriminologi

Desersi, atau tindakan meninggalkan tugas tanpa izin yang sah, merupakan kejahatan serius
dalam konteks militer. Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), desersi
bukan hanya pelanggaran disiplin internal tetapi juga melanggar hukum pidana militer. Dari
perspektif kriminologi, desersi dapat dianalisis melalui berbagai teori dan pendekatan untuk
memahami faktor-faktor penyebab serta dampaknya terhadap institusi militer dan masyarakat
luas.

3.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Desersi

a. Tekanan Psikologis dan Kondisi Kerja
Prajurit TNI AD sering menghadapi tekanan psikologis yang tinggi akibat beban tugas yang
berat dan kondisi kerja yang tidak memadai. Tekanan ini dapat berupa stres akibat
penugasan di daerah konflik, kurangnya dukungan psikologis, serta minimnya fasilitas yang
menunjang kesejahteraan prajurit. Penelitian menunjukkan bahwa stres yang
berkepanjangan dapat mendorong individu untuk mencari pelarian, salah satunya melalui
tindakan desersi.

b. Ketidakpuasan terhadap Sistem Komando
Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan dan sistem komando juga menjadi faktor signifikan
yang mendorong desersi. Ketika prajurit merasa bahwa atasan mereka tidak adil atau tidak
kompeten, motivasi untuk tetap bertahan dalam tugas menurun drastis. Hal ini sering kali
diperburuk oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara prajurit dan komandan.

c. Konflik Internal dan Masalah Pribadi
Konflik internal dalam unit, baik antara sesama prajurit maupun antara prajurit dan
komandan, sering kali menjadi pemicu desersi. Selain itu, masalah pribadi seperti kesulitan
ekonomi, tekanan keluarga, dan masalah emosional juga berkontribusi signifikan terhadap
keputusan untuk meninggalkan tugas.

d. Kurangnya Dukungan Sosial
Dukungan sosial yang minim, baik dari keluarga maupun dari rekan sesama prajurit, dapat
meningkatkan risiko desersi. Prajurit yang merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan
emosional yang memadai cenderung lebih rentan terhadap tekanan dan lebih mungkin untuk
melakukan desersi.

3.1.2 Dampak Desersi

a. Dampak pada Kohesi Unit Militer
Desersi berdampak negatif pada kohesi dan moral unit militer. Ketika seorang prajurit
meninggalkan tugasnya, hal ini dapat menurunkan semangat juang prajurit lainnya dan
menimbulkan ketidakpercayaan terhadap komando militer. Kohesi unit yang terganggu
dapat mempengaruhi efektivitas operasional dan kinerja keseluruhan unit.

b. Risiko Keamanan Nasional
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Desersi juga menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan nasional. Prajurit yang
melarikan diri sering kali membawa serta informasi yang sensitif dan rahasia militer. Jika
informasi ini jatuh ke tangan yang salah, dapat membahayakan keselamatan negara dan
operasi militer yang sedang berlangsung.
c. Stigma Sosial dan Dampak pada Keluarga

Keluarga prajurit yang melakukan desersi sering kali menghadapi stigma sosial dan tekanan
dari masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada prajurit yang bersangkutan tetapi juga
pada kehidupan sosial dan kesejahteraan keluarganya. Stigma sosial ini dapat
mempengaruhi hubungan sosial keluarga dan menambah beban psikologis bagi mereka.

3.1.3 Upaya Pencegahan Desersi

a. Peningkatan Kesejahteraan Prajurit
TNI AD telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan
prajurit, termasuk peningkatan tunjangan, penyediaan fasilitas yang lebih baik, dan program
kesejahteraan yang komprehensif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi
tekanan dan meningkatkan kepuasan prajurit dalam menjalankan tugas mereka.
b. Reformasi Sistem Komando
Reformasi dalam sistem komando dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang
lebih adil dan mendukung. Peningkatan komunikasi antara prajurit dan komandan, serta
pelatihan kepemimpinan yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi ketidakpuasan dan
meningkatkan loyalitas prajurit terhadap komando militer.
c. Program Konseling dan Pendampingan Psikologis
Program konseling dan pendampingan psikologis diperkuat untuk membantu prajurit
mengatasi masalah pribadi dan profesional mereka. Dukungan psikologis yang memadai
diharapkan dapat mengurangi risiko desersi dengan memberikan prajurit alat dan sumber
daya yang mereka butuhkan untuk menghadapi tekanan dan tantangan dalam tugas militer.
Dari perspektif kriminologi, desersi dalam TNI AD merupakan masalah yang kompleks
yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan struktural. Upaya pencegahan
yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kesejahteraan
prajurit, reformasi sistem komando, serta dukungan psikologis yang memadai. Dengan
demikian, diharapkan tingkat desersi dapat dikurangi dan disiplin serta stabilitas dalam TNI
AD dapat ditingkatkan.

3.2 Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan dalam Pelanggaran Terhadap Desersi TNI-AD

Desersi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan tindak
pidana yang diatur secara ketat dalam hukum militer Indonesia. Pelaksanaan pidana dan
pemidanaan terhadap prajurit yang melakukan desersi bertujuan untuk menegakkan disiplin
militer dan menjaga stabilitas serta integritas institusi. Proses hukum dan pemidanaan yang
diterapkan terhadap pelaku desersi mencakup berbagai tahapan yang melibatkan mekanisme
peradilan militer, sanksi pidana, dan upaya rehabilitasi.

3.2.1 Sistem Peradilan Militer
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a. Proses Hukum di Peradilan Militer
Kasus desersi dalam TNI AD ditangani oleh peradilan militer, yang memiliki yurisdiksi
eksklusif atas pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Proses hukum dimulai dengan
penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik militer, diikuti oleh persidangan di Pengadilan
Militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
persidangan di pengadilan militer harus dilakukan secara cepat dan adil, dengan
mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi yang relevan.

b. Kewenangan Hakim Militer
Hakim militer memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai jenis hukuman terhadap
prajurit yang terbukti melakukan desersi. Hukuman ini dapat berupa penjara, penurunan
pangkat, atau pemecatan dari dinas militer. Keputusan hakim didasarkan pada beratnya
pelanggaran dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan terdakwa, seperti
motivasi di balik tindakan desersi dan rekam jejak prajurit.

3.2.2 Jenis-Jenis Pemidanaan

a. Pidana Penjara
Pidana penjara merupakan hukuman yang paling umum dijatuhkan terhadap pelaku desersi.
Durasi penjara bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap
unit militer. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI
mengatur bahwa prajurit yang melakukan desersi dapat dijatuhi hukuman penjara hingga
maksimal 12 tahun.

b. Penurunan Pangkat
Penurunan pangkat adalah sanksi administratif yang sering diterapkan sebagai bagian dari
pemidanaan terhadap pelaku desersi. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman
tetapi juga sebagai peringatan kepada prajurit lainnya tentang pentingnya disiplin dan
loyalitas dalam militer. Penurunan pangkat juga berdampak pada karier dan reputasi prajurit
di masa depan.

c. Pemecatan dari Dinas Militer
Pemecatan adalah hukuman yang paling berat dan biasanya diterapkan pada kasus desersi
yang dianggap sangat serius atau berulang kali dilakukan. Pemecatan tidak hanya
mengakhiri karier militer prajurit tetapi juga mencabut hak-hak mereka sebagai anggota TNI
AD, termasuk hak pensiun dan tunjangan lainnya.

3.2.3 Upaya Rehabilitasi dan Pencegahan

a. Selain hukuman pidana, TNI AD juga menerapkan program rehabilitasi untuk membantu
prajurit yang telah melakukan desersi agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.
Program ini mencakup konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan bimbingan untuk
mencari pekerjaan sipil. Tujuan dari program rehabilitasi adalah untuk memberikan
kesempatan kedua kepada prajurit yang bersangkutan dan mengurangi kemungkinan
pelanggaran ulang.

b. Upaya pencegahan desersi juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus
pada peningkatan disiplin dan loyalitas prajurit. Pelatihan ini mencakup modul tentang etika
militer, pentingnya disiplin, dan konsekuensi hukum dari tindakan desersi. Selain itu, TNI
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AD juga mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan kesadaran prajurit
tentang risiko dan dampak desersi.

Analisis terhadap studi kasus desersi yang terjadi di TNI AD menunjukkan bahwa
faktor-faktor seperti tekanan mental, konflik internal, dan kurangnya dukungan sosial sering
menjadi pemicu utama. Studi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik, termasuk
dukungan psikologis dan peningkatan kesejahteraan, efektif dalam mengurangi insiden desersi.
Evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan menunjukkan bahwa hukuman yang berat tidak selalu
efektif dalam mencegah desersi. Pendekatan yang lebih berfokus pada pencegahan melalui
dukungan psikologis dan kesejahteraan prajurit terbukti lebih berhasil dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan program dukungan bagi
prajurit dan reformasi sistem komando untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih
suportif.

Pelaksanaan pidana dan pemidanaan terhadap pelanggaran desersi di TNI AD
merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai mekanisme hukum dan
administratif. Hukuman yang diterapkan bertujuan untuk menegakkan disiplin militer dan
menjaga stabilitas institusi, sementara upaya rehabilitasi dan pencegahan bertujuan untuk
memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh prajurit. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa
pendekatan yang holistik dan dukungan psikologis lebih efektif dalam mengurangi insiden
desersi dan meningkatkan loyalitas prajurit.

3.3 Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana Militer

Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang berbeda
dari hukum acara pidana umum. Proses beracara dalam peradilan militer dirancang untuk
menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk tindak pidana desersi.
Proses ini melibatkan tahapan-tahapan mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan,
dengan penekanan pada disiplin dan kepentingan militer.

Terdakwa dalam peradilan militer memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat
hukum. Bantuan hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terlindungi
dan proses peradilan berjalan adil. Penasihat hukum dapat berasal dari kalangan militer atau
sipil, tergantung pada pilihan terdakwa. Jika terdakwa merasa bahwa putusan pengadilan
militer tidak adil, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Militer
Tinggi. Proses banding ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan
peninjauan ulang atas kasus mereka oleh hakim militer yang lebih tinggi.

Salah satu keunikan hukum acara pidana militer adalah kecepatan dan efisiensi dalam
menangani kasus. Sistem peradilan militer dirancang untuk menyelesaikan kasus dengan cepat
tanpa mengorbankan keadilan. Hal ini penting untuk menjaga disiplin dan stabilitas dalam
lingkungan militer. Proses beracara dalam peradilan militer sangat memperhatikan kepentingan
disiplin militer. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap unit
militer dan keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan sering kali lebih
berat dibandingkan dengan peradilan sipil untuk pelanggaran serupa. Hirarki dan struktur
komando dalam militer mempengaruhi proses beracara. Dalam beberapa kasus, tekanan dari
atasan dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Oleh karena itu, independensi hakim
militer dan oditur militer sangat penting untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan.

Studi kasus mengenai desersi yang ditangani oleh pengadilan militer menunjukkan
bahwa kecepatan penyelesaian kasus sangat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan
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ketersediaan bukti. Beberapa kasus desersi diselesaikan dalam waktu beberapa minggu,
sementara kasus yang lebih kompleks dapat memakan waktu berbulan-bulan. Evaluasi
terhadap efektivitas hukum acara pidana militer menunjukkan bahwa meskipun sistem ini
dirancang untuk efisiensi, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk
keterbatasan sumber daya dan pengaruh hirarki militer. Reformasi untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam proses beracara sangat diperlukan untuk meningkatkan
kepercayaan prajurit terhadap sistem peradilan militer.

Proses beracara dalam hukum acara pidana militer di Indonesia memiliki karakteristik
unik yang dirancang untuk menegakkan disiplin dan menjaga stabilitas dalam lingkungan
militer. Meskipun dirancang untuk efisiensi, tantangan dalam pelaksanaan tetap ada, termasuk
pengaruh hirarki dan keterbatasan sumber daya. Evaluasi terus menerus dan reformasi
diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan militer dapat menjalankan fungsinya
secara adil dan efektif. Adapun tahap proses beracara peradilan militer:

a. Penyelidikan dan Penyidikan
Proses beracara dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik militer, yang
biasanya berasal dari unit Polisi Militer. Penyidik militer bertugas mengumpulkan bukti dan
melakukan pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku desersi. Penyelidikan ini harus
dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana Militer (KUHAP Militer). Setelah penyelidikan awal, jika terdapat cukup bukti,
penyidik militer akan meningkatkan status kasus menjadi penyidikan.

b. Penuntutan oleh Oditur Militer
Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Oditur Militer, yang berperan
sebagai jaksa dalam sistem peradilan militer. Oditur Militer bertugas menyiapkan dakwaan
dan membawa kasus tersebut ke pengadilan militer. Dalam proses ini, Oditur Militer harus
memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi dan hak-hak terdakwa
dilindungi.

c. Persidangan di Pengadilan Militer
Persidangan di pengadilan militer dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim
militer yang berpengalaman. Proses persidangan harus mengikuti ketentuan yang diatur
dalam KUHAP Militer, termasuk hak terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum dan
hak untuk mengajukan bukti serta saksi. Selama persidangan, hakim militer akan
mendengarkan keterangan saksi, memeriksa bukti, dan mempertimbangkan argumen dari
Oditur Militer serta pembelaan dari terdakwa.

d. Putusan dan Pemidanaan
Setelah proses persidangan selesai, majelis hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan
bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan dapat berupa pidana penjara,
penurunan pangkat, pemecatan, atau kombinasi dari sanksi-sanksi tersebut. Hakim militer
juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam
menjatuhkan hukuman.

4. Kesimpulan

Desersi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan tindak
pidana serius yang dapat mengganggu disiplin dan stabilitas institusi militer. Dari perspektif
kriminologi, desersi dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, termasuk tekanan psikologis,
ketidakpuasan terhadap sistem komando, konflik internal, masalah pribadi, dan kurangnya
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dukungan sosial. Dampak desersi sangat luas, mencakup penurunan moral dan kohesi unit
militer, risiko keamanan nasional, serta stigma sosial bagi keluarga prajurit yang bersangkutan.

Pelaksanaan pidana dan pemidanaan terhadap pelanggaran desersi di TNI AD
melibatkan proses beracara yang ketat dalam peradilan militer. Proses ini mencakup tahapan
penyelidikan, penuntutan oleh Oditur Militer, persidangan di pengadilan militer, dan
penjatuhan putusan. Hukuman yang diterapkan bervariasi dari pidana penjara, penurunan
pangkat, hingga pemecatan dari dinas militer. Selain hukuman pidana, TNI AD juga
menerapkan program rehabilitasi untuk membantu prajurit yang melakukan desersi agar dapat
kembali ke masyarakat dengan baik.

Meskipun hukum acara pidana militer dirancang untuk efisiensi dan penegakan
disiplin, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada, termasuk keterbatasan sumber daya dan
pengaruh hirarki militer. Evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan menunjukkan bahwa
pendekatan yang lebih berfokus pada pencegahan melalui dukungan psikologis dan
kesejahteraan prajurit terbukti lebih berhasil dalam mengurangi insiden desersi. Reformasi
untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan dukungan bagi prajurit diperlukan untuk
memastikan bahwa sistem peradilan militer dapat menjalankan fungsinya secara adil dan
efektif.

Secara keseluruhan, tindak pidana desersi dalam TNI AD memerlukan pendekatan
holistik yang melibatkan peningkatan kesejahteraan prajurit, reformasi sistem komando, serta
dukungan psikologis yang memadai. Dengan demikian, diharapkan tingkat desersi dapat
dikurangi dan disiplin serta stabilitas dalam TNI AD dapat ditingkatkan, menjaga kepercayaan
dan integritas institusi militer di mata publik.
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